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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

a. bahwa Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 83
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan ketentuan peraturan perundang­
undangan saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur.

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang
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BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

TENTANG

NOMOR17 TAHUN2020

SALINAN
PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan

Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
Pemerintah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

:PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS, FUNGSIDANTATAKERJA BADAN
KESATUANBANGSADANPOLITIKPROVINSIKALIMANTAN
TIMUR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Nomor9).
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(1) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal3

Paragraf 1
KepalaBadan

BagianKedua
Tugas dan Fungsi

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan
dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

g. KelompokJabatan Fungsional.

f. BidangKewaspadaanNasionaldan Penanganan Konflik,membawahkan:
1) Sub bidang KewaspadaanDini dan Kerjasama Intelijen;dan
2) Sub bidang Penanganan Konflik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan, membawahkan :
1) Sub bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Agama;dan
2) Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.

d. BidangPolitikDalamNegeri,membawahkan :
1) Sub bidang PendidikanPolitikdan Peningkatan Demokrasi;dan
2) Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik.

c. Bidang Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
membawahkan :
1) Sub bidang Ideologidan WawasanKebangsaan; dan
2) Sub bidang BelaNegaradan Karakter Bangsa.

b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub bagian Perencanaan Program;
2) Sub bagian Keuangan;dan
3) Sub bagian Umum.

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
KalimantanTimur, terdiri dari :
a. KepalaBadan

Pasal2

BagianKesatu
Susunan Organisasi

BAB II
SUSUNANORGANISASI,TUGAS,FUNGSIDANTATAKERJA
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(2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepadaKepalaBadanKesbangpol.

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan,koordinasi,perencanaan programdan pelaporan, urusan umum
dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
administrasi keuangan serta pengelolaanaset.

Pasal5

Paragraf2
Sekretariat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
KepalaBadan Kesbangpolmenyelenggarakanfungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di

wilayahprovinsisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologiPancasila dan

wawasankebangsaan, penyelenggaraanpolitik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologiPancasila dan
wawasankebangsaan, penyelenggaraanpolitik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidangpembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraanpolitik
dalamnegeridan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinandaerah provinsi;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa

dan politikprovinsi;
g. pelaksanaan fungsi lain yangdiberikanolehgubemur.

Pasa14

(2) KepalaBadan Kesbangpolmempunyai tugas membantu Gubemur dalam
melaksanakan tugas di bidangkesatuan bangsa dan politik.
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(2)Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

(1)Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan;

Pasal8

Paragraf 3
Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan,
perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan
masyarakat.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan
akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

(1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring,

evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian,

ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan
serta pengaduan masyarakat;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan

d. pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala Badan Kesbangpol yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal6

(3) Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung
kepada Sekretaris.
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(1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umumj pemilihan
umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Paragraf 4
Bidang Poitik Dalam Negeri

Pasal 11

(2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi,
dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal
ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

(1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan
kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Pasall0

provmsi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah
provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
bela negara, karakter bangsa, pembauran
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah

provinsi;
b. perumusan

kebangsaan,
kebangsaan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah

Pasal9

(3)Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
membawahkan subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Bidang.
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(2) Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

(1) Sub bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan
umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umurrr/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umurrr/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi
politik di wilayah provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(3) Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan subbidang-subbidang yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Bidang.

(2) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Kesbangpol.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1),
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial ,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

Pasal 15

(3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan membawahkan subbidang-subbidang yang masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang.

(2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Kesbangpol.

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 14

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, ketjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

Pasal18

(3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan
subbidang-sub bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
di bidang kewaspadaan dini, ketjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah provinsi.

Pasal 17

Paragraf6
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

(2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 16

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala
Badan Kesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Kesbangpol
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan
tingkat keterampilan dan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keterampilan dan keahliannya.

Pasal20

Paragraf7
KelompokJ abatan Fungsional

(2) Su bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang penanganan konflik.

(1) Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan.

Pasal19

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah provinsi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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(2) Pejabat di lingkungan Badan Kesbangpol dapat mendelegasikan
kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Dalam hal Kepala Badan Kesbangpol berhalangan sementara, Sekretaris
atau Kepala Bidang dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian
Kepala BPSDMsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal22

(7) Kepala Badan Kesbangpol wajib bertanggungjawab untuk :
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat

dan inovasi pelayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

(6) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian
dan Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap
bawahannya.

(5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti,
mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.

(2) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian
dan Kepala Subbidang wajib bertanggung jawab memimpin, membagi
tugas pekerjaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing­
masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Kesbangpol,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola
mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan
simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar
Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal21

Bagian Ketiga
Tata Kerja
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(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Jabatan Pengawas atau
Jabatan Eselon IV.a.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau Jabatan
Eselon lILa.

(1) Kepala Badan Kesbangpol adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
Jabatan Eselon II.a.

Pasal25

BABIV
JABATAN

(5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator
atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas jabatan fungsional.

(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan
Kesbangpol melalui Sekretaris Daerah sesuar dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(2) Kepala Badan Kesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal24

BABIII
KEPEGAWAlAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Kesbangpol diatur
dengan Peraturan Gubemur.

Pasa123

Bagian Keempat
Uraian Tugas
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BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2020 NOMOR18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRET ERAHPROVoKALTIM

~~N. ..' ..~I'1III)...I, HUKUM,
\

MUHAMMADSA'BANI

ttd

ISRANNOORPj. SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

ttd
Diundangkan di Samarinda
padatangga129 Mei2020

Ditetapkan di Samarinda
padatangga129 Mei2020

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa128

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubemur
Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 85) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasa127

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubemur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Pasa126

BABV
PEMBIAYAAN
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ISRAN NOOR

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

BIDANG BIDANG BIDANG,.... IDEOLOGI, WAWASAN ,- BIDANG KETAHANANEKONOMI, SOSIAL, ,..... KEWASPADAANNASIONALKEBANGSAANDAN KARAKTER POLITIK DALAM NEGERI BUDAYA,AGAMA,DAN
DAN PENANGANANKONFLIKBANGSA ORGANISASIKEMASYARAKATAN

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANGI- IDEOLOGI DANWAWASAN r- PENDIDIKAN POLITIK DAN KETAHANANEKONOMI, r- KEWASPADAANDINI DAN
KEBANGSAAN PENINGKATANDEMOKRASI SOSIAL,BUDAYA, DAN KERJASAMAINTELIJENAC'1AMA

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANGFASILITASI KELEMBAGAAN SUBBIDANG
BELA NEGARADAN PEMERINTAHAN, PERWAKlLAN, ORGANISASI PENANGANANKONFLIK

'- KARAKTERBANGSA DAN PARTAI POLITIK KEMASYARAKATAN '-

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PERENCANAANPROGRAM

SUBBAGIAN
UMUM

SEKRETARlAT

KEPALABADAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN IMUR

LAMPIRAN


